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A. [bookmark: _Toc201351803]Lokasi Penelitian Dan Penelitian
Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Polda Sumut Jl. Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60, Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20148
B. [bookmark: _Toc201351804]Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji aturan-aturan hukum, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dalam menganalisis peran bagian Samapta dalam penanganan peristiwa unjuk rasa. Penelitian ini berfokus pada studi dokumen untuk menelaah dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan tugas bagian Samapta, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan melalui analisis terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, literatur akademik, dan doktrin hukum. Fokus dari pendekatan ini adalah menelaah secara mendalam kaidah hukum dan norma yang berlaku untuk mengetahui sejauh mana bagian Samapta melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.[footnoteRef:2] [2: 	Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi. Rineka Cipta, Jakarta, 2006. hal. 91.] 

[bookmark: _Toc201351805]C.   	Sumber Data
Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang relevan dengan analisis peran bagian Samapta dalam penanganan peristiwa unjuk rasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sumber data tersebut dikelompokkan sebagai berikut:
1. Bahan Hukum Primer
a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
c. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
d. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan.
2. Bahan Hukum Sekunder
a. Buku-buku literatur hukum yang membahas peran dan tugas kepolisian, khususnya bagian Samapta, serta hak asasi manusia dalam konteks unjuk rasa.
b. Artikel ilmiah, jurnal hukum, dan laporan penelitian terkait penanganan aksi unjuk rasa dan implementasi peraturan perundang-undangan.
c. Doktrin dan pendapat para ahli hukum yang membahas asas-asas hukum terkait kebebasan menyampaikan pendapat dan penegakan hukum dalam unjuk rasa.
3. Bahan Hukum Tersier
Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan referensi lainnya yang memberikan penjelasan tambahan mengenai istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.
Data dari sumber-sumber tersebut akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian, khususnya dalam konteks penerapan hukum dan pelaksanaan tugas bagian Samapta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
[bookmark: _Toc201351806]D.	Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Studi Kepustakaan (Library Research)
Data dikumpulkan melalui penelaahan literatur, dokumen, dan bahan hukum yang relevan. Teknik ini meliputi:
1. Mengkaji peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan lainnya yang terkait.
2. Membaca dan menganalisis buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas tema serupa.
3. Mengumpulkan doktrin-doktrin hukum dan pendapat para ahli untuk memperkuat analisis normatif.

b. Analisis Putusan Pengadilan
Data diperoleh dengan mempelajari dan menelaah putusan pengadilan yang relevan, termasuk pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara terkait pelaksanaan unjuk rasa.
c. Dokumentasi
Mengumpulkan dokumen-dokumen resmi, seperti laporan tahunan kepolisian, laporan pelaksanaan unjuk rasa, dan data dari instansi terkait. Dokumentasi ini digunakan sebagai pendukung dalam menggambarkan fakta yang relevan dengan penelitian.
[bookmark: _Toc201351807]E.  	Teknik  Analisis Data
[bookmark: _GoBack]	Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsian berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional [footnoteRef:3] [3: 	Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20, Bandung,1994. hal.118] 
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